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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan
daerah adalah sebuah proses yang vital dalam upaya meningkatkan
kualitas hidup masyarakat serta memajukan pembangunan wilayah
secara keseluruhan. Sebagai bagian integral dari pembangunan,
infrastruktur yang memadai menjadi fondasi bagi pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, di balik manfaat yang
dijanjikan oleh pembangunan infrastruktur, terdapat sejumlah
tantangan, khususnya dalam konteks hukum, yang perlu diatasi untuk
memastikan bahwa proses pengadaan tanah berlangsung secara adil
dan berkelanjutan.

Dalam ranah hukum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum
memunculkan serangkaian pertanyaan dan kompleksitas yang
memerlukan pendekatan yang cermat. Berbagai peraturan dan regulasi
harus dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa
hak-hak pemilik tanah terlindungi sekaligus kepentingan publik
terpenuhi. Di samping itu, perlu diperhatikan pula upaya
meminimalkan konflik serta menyelesaikan perselisihan yang
mungkin timbul dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dalam konteks Indonesia, di mana lahan sering kali memiliki
nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat lokal, pengadaan
tanah untuk pembangunan infrastruktur seringkali menjadi sumber

kontroversi dan konflik. Perubahan tata guna tanah yang ditimbulkan



olen proyek infrastruktur dapat mengakibatkan dampak yang
signifikan bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh
karena itu, memahami aspek hukum yang terlibat dalam proses ini
menjadi sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam
pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah,
penelitian dan analisis yang mendalam mengenai aspek hukumnya
sangatlah diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap
kerangka hukum yang mengatur, pihak terkait dapat mengambil
langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko konflik serta
memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan secara transparan,
akuntabel, dan berkeadilan.

Melalui laporan penelitian ini, kami bertujuan untuk menyelidiki
secara komprehensif aspek-aspek hukum pada pengadaan tanah untuk
pengembangan infrastruktur kawasan daerah, dengan fokus pada
pelayanan masyarakat. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas
hukum yang terlibat dalam proses tersebut, serta memberikan
kontribusi dalam upaya memperbaiki kerangka regulasi yang ada
untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Rumusan Masalah



1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah
untuk pengembangan infrastruktur kawasan daerah bagi
pelayanan masyarakat di Indonesia?

2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengadaan
tanah untuk pembangunan infrastruktur kawasan daerah,
khususnya dari sudut pandang hukum?

3. Bagaimana pengaruh perubahan tata guna tanah yang disebabkan
oleh proyek infrastruktur terhadap masyarakat lokal, baik secara
ekonomi maupun sosial, serta bagaimana hukum merespons
dampak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum yang
mengatur pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur
kawasan daerah demi pelayanan masyarakat di Indonesia, dengan
mengidentifikasi regulasi dan mekanisme hukum yang terkait.

2. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan utama yang
dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan
infrastruktur kawasan daerah, khususnya dari perspektif hukum,
dengan tujuan memetakan potensi konflik dan masalah yang
dapat timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Untuk meneliti pengaruh perubahan tata guna tanah yang
diakibatkan oleh proyek infrastruktur terhadap masyarakat lokal,
baik secara ekonomi maupun sosial, serta menganalisis respon

hukum terhadap dampak tersebut, dengan tujuan mengevaluasi



keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam
konteks pengembangan infrastruktur.
D. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi terhadap Pemahaman Hukum
Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam
pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur
pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kawasan
daerah di Indonesia. Hal ini akan membantu para pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat
umum, untuk memahami landasan hukum yang mengatur proses
ini dengan lebih baik.

b. Pemetaan Tantangan dan Risiko
Dengan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam
proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur
kawasan daerah, penelitian ini akan memberikan pemahaman
yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin terjadi. Hal ini
akan membantu para pengambil keputusan untuk merancang
kebijakan yang lebih efektif dan meminimalkan kemungkinan
terjadinya konflik.

c. Informasi untuk Pengambil Keputusan
Temuan dari penelitian ini akan memberikan informasi yang
berharga bagi para pengambil keputusan di tingkat pemerintah
dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan yang lebih baik

dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Ini



dapat berkontribusi pada terciptanya kebijakan yang lebih inklusif

dan berkelanjutan.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN TANAH DAN SEJARAH PENGATURANNYA
DALAM HUKUM POSITIF

Kata agraria berasal dari bahasa latin “ager” yang berarti tanah
atau sebidang tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga
urusan pemilikan tanah. Bahkan sebutan agrarian laws dalam Black’s
Law Dictionary seringkali digunakan untuk menunjuk kepada
perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan melakukan
pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan
penguasaan dan pemilikannya. Adapun pengertian agraria menurut
Andi Hamzah, Subekti, dan R. Tjitrosoedibio adalah masalah atau
urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.

Sementara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak
memberikan penjelasan langsung mengenai agraria. Namun dapat
dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa yang menjadi ruang
lingkup agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa
agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar tanah atau

tanah pertanian seperti pengertian dari bahasa latin dan KBBI.



BAB 111
REGULASI PENGADAAN TANAH

Regulasi pengadaan tanah mengacu pada serangkaian kebijakan,

undang-undang, dan prosedur yang mengatur proses perolehan atau

perpindahan kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain. Ini bisa

melibatkan pembelian, sewa, pemberian hak guna usaha (HGU), atau

pengambilalihan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan publik seperti

pembangunan infrastruktur.

Di Indonesia, regulasi pengadaan tanah didasarkan pada beberapa

undang-undang, yang paling penting adalah:

a)

b)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
(UU Pokok Agraria)

Merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tanah di
Indonesia. UU ini mengatur tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan
pengalihan hak atas tanah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Lebih dikenal sebagai UU Pengadaan Tanah, mengatur proses
pengadaan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek
pembangunan yang dianggap penting untuk kepentingan umum,
seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, atau fasilitas
umum lainnya. UU ini menetapkan prosedur dan mekanisme
penggantian kepada pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan

tanah.



c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara
Mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan usaha pertambangan
mineral dan batubara, termasuk prosedur penggantian dan
kompensasi kepada pemilik tanah.

d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengatur tata kelola dan pengelolaan tanah di tingkat daerah,
termasuk kewenangan dalam pengaturan izin dan pemanfaatan
tanah.

Proses pengadaan tanah biasanya melibatkan beberapa tahapan,
termasuk identifikasi lahan, penilaian nilai tanah, negosiasi dengan pemilik
tanah, pemenuhan persyaratan hukum, pembebasan lahan, dan pembayaran
kompensasi kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

Namun, seringkali proses pengadaan tanah menuai kontroversi
terutama terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah
yang terkena dampak, serta penggunaan tanah untuk kepentingan publik
yang mungkin dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan.

Perubahan dalam regulasi pengadaan tanah dapat terjadi dari waktu
ke waktu, baik melalui amandemen undang-undang yang ada maupun
dengan mengeluarkan peraturan pelaksana atau kebijakan baru untuk
mengakomodasi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta untuk
meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah. Oleh karena
itu, pemantauan terhadap perkembangan terkait regulasi pengadaan tanah

secara berkala sangatlah penting.
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BAB IV
PERLINDUNGAN HAK-HAK PIHAK TERKAIT

Perlindungan hak-hak pihak terkait dalam konteks pengadaan tanah

adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara

kepentingan publik dengan hak-hak individu atau pemilik tanah. Dalam

berbagai undang-undang yang mengatur pengadaan tanah, terdapat

ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pihak yang

terlibat, seperti pemilik tanah, pengguna tanah, dan masyarakat setempat.

Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hak-hak pihak terkait dan

undang-undang yang relevan di Indonesia:

a)

b)

Hak atas Kompensasi yang Adil

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menetapkan bahwa pemilik
tanah yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki hak untuk
menerima kompensasi yang adil dan layak atas tanah mereka yang
diambil oleh pemerintah. Kompensasi ini harus mencakup nilai tanah,
nilai bangunan dan tanaman, biaya pemindahan, serta kerugian-
kerugian lain yang mungkin dialami oleh pemilik tanah.

Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait

Dalam proses pengadaan tanah, Undang-Undang tersebut mewajibkan
pemerintah untuk melibatkan dan memberikan informasi kepada pihak-
pihak terkait, termasuk pemilik tanah, pengguna tanah, dan masyarakat
setempat. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-
pihak terkait untuk memberikan masukan dan menjalankan peran

mereka dalam proses tersebut.
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c) Hak atas Persyaratan dan Prosedur Hukum yang Jelas
Perlindungan hak-hak pihak terkait juga termasuk hak untuk
memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur hukum yang akan
dilalui selama proses pengadaan tanah. Hal ini mencakup hak untuk
memahami hak-hak mereka, memperoleh akses ke pengadilan jika
diperlukan, dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

d) Hak untuk Mendapatkan Alternatif dan Kompensasi yang Memadai
Pihak-pihak terkait memiliki hak untuk mendapatkan alternatif yang
memadai jika tanah mereka diambil oleh pemerintah untuk kepentingan
umum. Selain itu, jika tidak ada alternatif yang memadai, pihak terkait
berhak untuk menerima kompensasi yang memadai atas kerugian yang
mereka alami.

Perlindungan hak-hak pihak terkait dalam pengadaan tanah sangat
penting untuk menjaga keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan
dalam undang-undang yang mengatur pengadaan tanah dilaksanakan secara
efektif dan bahwa hak-hak pihak terkait dihormati dan dilindungi dengan

baik.
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BAB V
PARTISIPASI PUBLIK

Partisipasi publik dalam konteks pengadaan tanah merujuk pada

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan penggunaan lahan dan pengadaan tanah untuk proyek-

proyek pembangunan. Partisipasi publik adalah aspek penting dalam

menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengadaan

tanah. Di Indonesia, beberapa undang-undang yang mengatur partisipasi

publik dalam pengadaan tanah antara lain:

a)

b)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang ini menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban
untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan tanah,
terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pengambilan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Partisipasi
publik dalam UU ini mencakup memberikan informasi kepada
masyarakat terkait dengan proyek pembangunan yang akan
dilaksanakan, mengadakan konsultasi dan dialog dengan masyarakat
terdampak, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan masukan, pendapat, atau keberatan terhadap proyek
yang berpotensi memengaruhi mereka.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang ini mengatur mengenai pelayanan publik yang
mencakup hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan publik, termasuk dalam konteks pengadaan
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tanah. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan mekanisme yang

memungkinkan  partisipasi  aktif masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik,
termasuk pengadaan tanah.
¢) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik
Undang-Undang ini mengatur mengenai keterbukaan informasi
publik yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan akses
kepada masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan
dengan proses pengadaan tanah. Dengan demikian, masyarakat
memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai proyek-
proyek pembangunan dan proses pengadaan tanah yang dapat
memengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi publik dalam pengadaan tanah sangat penting karena
dapat meningkatkan legitimasi, akseptabilitas, dan efektivitas keputusan
yang diambil oleh pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh masukan yang
berharga, mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
secara lebih baik, serta mengurangi potensi konflik atau resistensi dari
masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak
terkait lainnya untuk memastikan bahwa partisipasi publik dalam pengadaan

tanah dijalankan secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa pengadaan tanah
di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang, termasuk Undang-
Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan terkait lainnya. Proses pengadaan
tanah melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi lahan, penilaian nilai
tanah, negosiasi dengan pemilik tanah, pemenuhan persyaratan hukum,
pembebasan lahan, dan pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah yang
terkena dampak. Namun, proses ini seringkali menuai kontroversi terutama
terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah yang
terkena dampak dan penggunaan tanah untuk kepentingan publik yang
mungkin merugikan masyarakat atau lingkungan. Perlindungan hak-hak
pihak terkait, partisipasi publik, pengaruh sosial dan ekonomi, serta
penegakan hukum adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam
proses pengadaan tanah untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan
perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemantauan dan
penegakan yang efektif terhadap regulasi pengadaan tanah sangatlah
penting.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan tersebut, beberapa saran dapat diusulkan untuk

meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses pengadaan tanah di
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Indonesia. Pertama, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan
akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses pengadaan tanah, dengan
memastikan bahwa informasi yang cukup disediakan kepada masyarakat
terkait proyek-proyek pembangunan dan proses pengadaan tanah yang
terlibat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
juga harus didorong dan dipermudah. Selain itu, pemerintah perlu
memastikan bahwa nilai kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah
yang terkena dampak benar-benar adil dan sesuai dengan nilai pasar yang
sebenarnya. Selanjutnya, penting untuk terus melakukan penilaian dampak
sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum melakukan pengadaan tanah, serta
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak
negatifnya. Penerapan dan penegakan hukum yang efektif juga sangat
penting untuk menjamin bahwa semua proses pengadaan tanah dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak-hak
semua pihak yang terlibat. Seluruh saran ini harus didasarkan pada prinsip-

prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.
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